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Abstract: Dynamics of Political Power Shifts in the Democratic DPD Riau Province. Thisstudy
aimed to determine the ouster heads DPD Partai Demokrat period 2004-2009 and to identify and
analyze the factors that led to the ouster heads DPD Partai Demokrat period. The study was
designed by the method of qualitative and descriptive research conducted in DPD Partai Demokrat.
Primary information sources (informants) were determined by using purposive informant and the
necessary datawere collected by interview and documentation. Based on the research and analysis
of theresearch datait can be seen that the dynamics of the shift of political power inthe DPD Partai
Demokrat isapurely internal conflict of the party elite. The conflict can be reduced to the conflict
between groups for not terakomodirnya elite interests.

Abstrak: Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Studi ini
bertujuan untuk mengetahui proses pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Riau kurun
waktu 2004-2009 dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat pada kurun waktu tersebut. Studi ini
didesain dengan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di DPD Partai
Demokrat Riau. Sumber informasi primer (informan) ditentukan dengan teknik purposive informan
dan data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisisterhadap data penelitian dapat diketahui bahwadinamika
pergeseran kekuasaan politik di DPD Partai Demokrat Riau merupakan murni konflik internal elite
partai. Konflik itu dapat direduksi dalam konflik antar kelompok karena tidak terakomodirnya

kepentingan elite.
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PENDAHULUAN

Konflik dalam setiap peristiwapolitik berakar
pada perebutan kekuasaan, sebab itu “ kuasa”
merupakan katakunci untuk melihat Iebih jauh
sumber-sumber konflik yang terjadi. Pertarungan
kekuatan-kekuatan politik merupakan pencarian
akan kekuasaan. K ekuasaan bukanlah suatu
wilayah melainkan suatu bentuk dan kondisi
esensial dalam hubungan kemanusiaan. Oleh
karenaitu cara memahami kompleksitas ke-
kuasaan daam setigp perigtiwapoalitik harusjuga
dilihat dari berbagai macam dimensi, baik ma
teria, psikologis, sosia yang diperebutkan oleh
manusiayang terlibat di dalamnya.

Titik tengkar ddam peristiwapoalitik berawa
dari klaim atas dukungan dan klaim kebenaran
yang diyakini oleh masing-masing pihak. Di
samping itu, dominas suatu kelompok tertentu
terhadap ruang publik, sehinggamempersempit
ruang pihak lain untuk memberikan artikulasi
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politik padakhalayak akan menimbulkan ke-
cemburuan palitik, yang padaakhirnyamel ahir-
kan pertikaian kepentingan antar kelompok
maupunindividu.

Partal politik secaraumum memiliki tujuan
yang samayaitu untuk memperjuangkan ke-
pentingan dan kesg ahteraan rakyat secaraumum.
Sebab mandat sosial yang tel ah diberikan kon-
stituen/rakyat padawaktu sgjarah kelahirannya
dan pada setiap kali pemilihan umum tentu
mengharuskan partai politik untuk berpihak
kepadakepentingan rakyat. Tujuan muliayang
bernilal populistersebut terkadang tereduks dan
menjadi smplistik, apaagi parta politik itu di-
sibukkan dengan konflik internalnyamasing-
masing. Salah satunyaadal ah konflik internal
pergeseran kekuasaan politik di Dewan Pimpi-
nan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi
Riau kurun waktu 2004-2009 yang menjadi
fokuspenditianini.
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Partai Demokrat sebagai sebuah partai
politik yang lahir pascalengsernyakekuasaan
Orde Baru tentunyajugamenghadapi tantangan
sedemikian rupasebagai managambaran per-
soalan di atas. Tantangan yang dihadapi oleh
Partai Demokrat adalah bagaimanamenjalin
konsolided partal sampai padatingkat yang paling
bawah sehinggaterbangun suatu tatanan internd
parta yang kuat dan terarah. Persoalannya
add ah sebagaimanapartai politik lainnya, Partai
Demokrat jugatidak urung dari persod an konflik
yang melandainterna partai.

Partai yang didirikan tanggal 9 September
2001 itu kemudian menjelmamenjadi sebuah
kekuatan politik besar di Indonesia. Setelah
menduduki peringkat ketujuh padaPemilihan
Umum tahun 2004, Partai Demokrat mampu
menjadi pemenang padaPemilihan Umumtahun
2009 dengan mengantongi lebih dari 20% pe-
rolehan suara. Tingginya angka elektabilitas
terhadap Partai Demokrat memunculkan be-
ragam spekulasi di tengah-tengah masyarakat,
utamanyaadal ah padatingkat konsolidasi dan
pel embagaan partai. Sebab sebagian kalangan
menilai bahwa Partai Demokrat merupakan
partal yang lahir premature dan menderitagi-
gantisme dan rawan terhadap penyakit seba-
gaimana yang melanda partai-partai lain di
Indonesia

K ekhawatiran itu berbanding lurusdengan
kondisi empirik yang ada di daerah. Banyak
kepengurusan partal di tingkat daerah mengdami
konflik internal . Salah satu yang patut disoroti
adalah konflik internal di Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Demokrat Proving Riau.
Konflik internd yang berkembang di DPD Partai
Demokrat Proving Riau adalah pergeseran ke-
kuasaan pimpinan parta di daerah ddamkonteks
ini ada ah penggantian KetuaDPD Parta Demo-
krat Proving Riau.

Kemelut internal DPD Partai Demokrat
Proving Riau dapat dibagi ke dalamtigatahap
oleh karenaproses perkembangannyaberjaan
berdasarkan ritme terjadinyagejolak dan pe-
ristiwapolitik interna di DPD Partai Demokrat
Provins Riau. Menurut penulis, tigatahapini
merupakan tahap paling menentukan dalam

usahakonsolidas partal utamanyadaam meng-
hadapi suasanapolitik yang berkembang. Per-
tama, tahap setelah terbentuknya DPD Partai
Demokrat Provins Riau (2003-2004), pasca
terbitnya mandat pembentukan DPD Partai
Demokrat Provins Riau oleh Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat dalam Surat Mandat
DPP Partai Demokrat Nomor: 02/PD/DPD-95/
1V/2003. Kedua, tahap pasca musyawarah
daerah pertamaPartai Demokrat Proving Riau
di Rengat pada tahun (2006-2009). Ketiga,
adal ah tahap pasca musyawarah daerah luar
biasaPartai Demokrat Provins Riau di Pekan-
baru padatahun 20009.

METODE

Penditianini merupakan penditianterhadap
suatu kejadian atau peristiwa (penelitian studi
kasus), sehinggadiperlukan penelitian untuk
mengkaji lebih dalam terkait dengan perma-
salahan penelitian ini. Penelitian studi kasus
merupakan penditianyang memfokuskanandiss
padake adian atau peristiwayang mengandung
masalah atau perkara. Penelitian studi kasus
tentu sgjamemerlukan metode penditian seba-
gamanapenditian-penditianddam bentuk lain.
Pendlitianini memberi tekanan padapenggunaan
metodekuditatif deskriptif. Satuanandissdaam
penditianini addah pengurusDPD Parta Demo-
krat Proving Riau dananggotamasyarakat yang
dianggap memahami dinamikapergeseran ke-
kuasaan yang terjadi di DPD Partai Demokrat
Proving Riau kurunwaktu 2004-2009, seperti
tokoh informal, pengamat politik, dan media
massa, dijadikan sebagal informan kunci dalam
penditianini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemelut Internal

Kemelut Internal 2003-2004 (Tahap I)
Sebagai sebuah partai politik baru, Partai

Demokrat tentunya dihadapkan padamasalah

konsolidasi dan koordinasi partai mulai dari

tingkat pusat sampai daerah. Konsolidas partai

hanyadimungkinkan ketikakondis partai sudah

stabil dan berjalan dengan baik. Gejolak konflik
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internal yang melandaPartai Demokrat di Riau
pasca terbitnya SK pengangkatan pengurus
sementaraPartai Demokrat Provins Riau oleh
DPP Partai Demokat melalui SK No. 42/SK/
DPP/DPD/1X/03 menjadi tantangan awal bagi
Partai Demokrat di Riau dalam mewujudkan
konsolidas partai di daerah.

Terbitnya Surat Keputusan No. 42/SK/
DPP/DPD/IX/03 itu merupakan refis atas SK
No. 34/SK/DPP/DPD/1X/03 tentang pengang-
katan pengurus DPD Partai Demokrat Proving
Riausampa menjeang terpilihnyakepengurusan
yang baru dalam Musyawarah Daerah (Musda).
TerbitnyaSK No. 42/SK/DPP/DPD/I1X/03itu-
lah kemudian yang menjadi perdebatan atas
legditaspimpinan Partal Demokrat Proving Riau.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau
melaui surat yang ditujukan kepadaDPP Partai
Demokrat tanggal 27 Agustus 2003 meminta
kepada DPP untuk mengeluarkan SK peng-
angkatan pengurus DPD Partai Demokrat
Proving Riauyang baru hasil reshufle kepengu-
rusan oleh KetuaDPD Partai Demokrat Proving
Riau.

Mos tidak percayaterhadap kepengurusan
dalam SK No. 42 itu utamanya adal ah terkait
dengan dihilangkannyanama-namayangtelah
berjasa atas pembentukan DPD Partai Demo-
krat Provinsi Riau seperti Ir. Yusrizal Tanjung
sendiri, Zulhusni Domo, Fauzi Ilyasdan Nafriza
Nazir dalam artian bahwa Mohd. Jenu dan
kel ompoknyamel upakan jasa-jasaempat orang
tokoh tersebut yang telah berinisas membentuk
DPD Partai Demokrat Provins Riaul.

Alasan keduatimbulnyamos tidak percaya
itu add ahterkait dengan penggunaan keuangan
partai yang tidak jelasarahnya. Penarikan uang
oleh ketua senilai Rp. 34.000.000,- tidak di-
ketahui dengan jelas pemanfaatannya, wakil
bendahara sel aku pemegang kuasakeuangan
waktu itu denganterpaksaatasintimidas ketua
menandatangani cek pencairan keuangan partai
sgjumlah nominal tersebut. Ketuadalamhal ini
tidak berupaya menguatkan keuangan partai
yang semestinyamendapat dukungan dari para
pengurus maupun s mpatisan. Ketuaseharusnya
cukup memberi arah/persetujuan tentang pe-

ngeluaran uang. Alasan ketiga adalah ketua

kurang memberi dukungan kepadaBadan Peme-

nangan Pemilu sehingga BPPtidak berfungsi
dengan baik. Akibatnyaadal ah persiapan partai
menjelang Pemilihan Umum sangat terbengkalal.

Klimaksdari mos tidak percayaitu, maka
diselenggarakanlah rapat kerjapartai padahari
ahad tanggal 23 Mei 2004 di Wisma Mella
Pekanbaru yang dihadiri oleh unsur mandator
pembentukan DPD Partai Demokrat Provins
Riau dan Pengurus DPD Partai Demokrat
Provins Riau sebanyak 19 orang. Rapat yang
dipimpinoleh Zulhusni Domo, H. Abuimin, Ir.
Yusrizal Tanjungdan LeonidasD. Pisantitumem-
buat keputusan sebagai berikut;

1. Secaraaklamas pesertarapat memutuskan
supayaDr. H. Mohd. Jenu, MHA diberhenti-
kan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat
Riau.

2. Keputusan pemberhentian Dr. H. Mohd.
Jenu, MHA akan dikirimkan kepada DPP
Partai Demokrat dan Komite Penyelamat
Partal (Dewan Pendiri dan Pengurus DPD
Partal Demokrat Riau).

3. Susunan pengurus DPD Partai Demokrat
Riaudisusunbaru.

Pasca dilengserkannya Mohd. Jenu dari
jabatan KetuaDPD Partai Demokrat Provins
Riau, makaDPD Parta Demokrat mengusulkan
H. Abuimin sebagai pejabat sementaradalam
surat usulan No. 72/DPD.PD/A/12/2004 yang
ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partal
Demokrat Prof. Dr. Subur Budhisantoso. Akan
tetgpi surat itutidak pernah mendapat tanggapan
dari DPP, hinggaakhirnyabeberapabulan kemu-
dian seluruh pimpinan sepakat menunjuk Max
Sopacua, SE menjadi karateker Ketua DPD
Partai Demokrat Provins Riau. Tidak adanya
tanggapan dari DPPtentang surat dari DPD itu
mensinyadir adanyadugaan keterlibatan tim pe-
lengseran Mohd. Jenu untuk mengamankan Jenu
sebaga anggotaDPRD. Artinyasecaralegditas
partal, Mohd. Jenu tetap sah menduduki kursi
legidatif di DPRD Provins Riau periode 2004-
2009. Hal itu dikuatkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Proving Riau
No. 12/KPTS/DPRD/2004 tentang Pembentu-
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kan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada
tanggal 8 Oktober 2004 dimana Mohd. Jenu
menduduki jabatan sebagai K etuaFraks Gabu-
ngan DPRD Provins Riau periode 2004-20009.

Berakhirnya era Mohd. Jenu pada tahun
2004 itudiikuti dengan munculnyaerabaru, yaitu
pasca Jenu dengan karateker ketua Max
Sopacua (2004-2006) sampai pada Musda
Partai Demokrat Provins Riau.

Kemelut Internal 2006-2009 (Tahap I1)

MusdaPertamaPartai Demokrat Riau yang
diselenggarakan di Rengat tanggal 22-23 Juli
2006 mengantarkan HR. Thamsir Rahman
sebagai KetuaDPD Partai Demokrat Proving
Riau untuk masa jabatan 2006-2011 yang
kemudian ditetapkan dalam SK DPPNomor 60/
SK/DPP/DPD.PD/V111/2006 tentang Susunan
Namadan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrat Proving Riaul.

Diselenggarakannya Musda | di Rengat
menimbulkan pertanyaan baik dari kalangan
pengurus DPD maupun dari Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) selaku pemegang hak suara
waktu itu. Musda | dalam perencanaan akan
diselenggarakan di Pekanbaru, akan tetapi ke-
mudian dipindahkan ke Rengat tanpaadaaasan
yangjelasdari panitiaMusda. Hal itulah yang
kemudiandignydir sebaga upayamemuluskan
langkah Thamsir untuk menduduki kurs DPD
Partai Demokrat RiaLl.

Walaupun menimbulkan berbagai perta-
nyaan terkait dengan penyelenggaraan Musda
di Rengat itu, namun Musda tetap diseleng-
garakan dengan sukses setidaknyamel ahirkan
beberapakeputusan terkait dengan masadepan
Partal Demokrat di Riau. Beberapakeputusan
ituantaralan:

1. Pembenahan Organisasional DPD Partai
Demokrat Riau dengan melengkapi seluruh
biro-biro dalam struktur kepengurusan DPD
Partai Demokrat Riau dalam rangka
konsolidas dan koordinas partai di daerah.

2. Penyediaan kantor DPD oleh Ketua DPD
terpilih sebagai upayatertibadministras.

3. Penguatan koordinasi dengan DPC-DPC
dalamrangkasoliditasdan militansi kader-
kader di tingkat akar rumpui.

4. Memilih KetuaDPD Partai Demokrat Riau
yang baru, dan

5. Menyusun program-program strategispartai
baik secarainternal maupun eksternal partai.

TerpilihnyaH.R. Thamsir Rahman sebagai

Ketua DPD Partai Demokrat Riau periode
2006-2011 mewarisi setidaknyaduamasalah
besar dalam tubuh DPD Partai Demokrat Riau
waktu. Yaitu, pertama, masalah akomodasi
kepentingan elite-dlite yang dilengserkan pada
masakepemimpinan Jenu karenasebagian besar
elite-eliteitu masih beradadalam lingkungan
kepengurusan DPD Partai Demokrat Riau.
Kelompok Mohd. Jenu tentunya tidak mau
tinggal diam dengan pel engseran Jenu selaku
KetuaDPD Partai Demokrat waktuitu. Kedua,
masalah penataan organisasional Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau,
sebab | atar belakang Thamsir adal ah seorang
birokrat yang lamaberkecimpung dalam dunia
birokrasi. Oleh sebab itu menjadi pekerjaan
rumah yang sulit bagi Thamsir Rahman dalam
memimpin Partai Demokrat dalam periodeitu.

Langkah konkrit yang diambil Thamsir
dalam mengakomodas kepentingan kelompok
Jenu itu adal ah dengan tetap memasukkan me-
rekadal am kepengurusan DPD Partal Demokrat
Riau, merekaantaralain; FirdausBasir sebagai
wakil ketua, Ridwan Bakar sebagal sekretaris
DPD, Sayed Abu Bakar Assegaf sebagal wakil
sekretaris dan beberapa orang lainnya yang
ditempatkan dalam biro-biro di DPD Partai
Demokrat Riau.

Padaawal perjdannya, kepengurusan DPD
Parta Demokrat pimpinanHR. Thamdar Rahman
itumemang mulusseperti tanpapersod anterlebih
ketikaThamsir mampu mengakomodir seluruh
kelompok kepentingan yang bermaindi dalam
tubuh DPD Partai Demokrat Riau sertamampu
menjalin koordinasi yang baik dengan DPC-
DPC di seluruh Kabupaten/K otadi Riau. Akan
tetapi persoalan mula muncul ketikaThamsir
berniat menca onkandiri menjadi Gubernur Riau
padaPilgubri tahun2008. Keinginan Thamsdiritu
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selain mendapat pertentangan dari beberapa
pengurus. Alasan kelompok ini menentang adaah
secarakakulas Thamgr kaah danitumembuang
energi yang tidak sedikit dari partai. Akan tetapi
penolakan dari kelompok itu tidak mengecilkan
niat Thamgr untuk magu menjadi Gubernur Riau
periode 2008-2013. Dengan berpasangan dengan
TaufanAndosoYakin, Thamsrlolossaleks KPU
dan berhak menjadi Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur periode 2008-2013.

Kondig aulit pascakekaahan ddam Filgubri
tahun 2008 itu membuat Thamdr kehilanganarah
terutamadalam menjalankan roda organisasi
partai. Banyak program partai yang tidak ber-
jalan sertakoordinasi dengan DPC-DPC yang
tidak terjain dengan baik ditambah lagi dengan
kurangnyapembinaan dari DPD terhadap DPC-
DPC yang berakibat padatimbulnyapersoaan
internal di DPC-DPC seperti yang terjadi di
DPC Partai Demokrat KotaDumai, DPC Partai
Demokrat Kota Pekanbaru dan DPC Partai
Demokrat Pela awan.

Di DPC Parta Demokrat KotaDumai ter-
jadi dualisme kepemimpinan yang sama-sama
memegang SK dari DPD Partal Demokrat Riau.
Akibatnyaada ahtimbul kecurigaan di kalangan
pengurus DPC Partai Demokrat Dumai adanya
permainan antara pihak-pihak di DPD dengan
DPC kelompok yang bertikai, yaitu kelompok
Niazi Arief dankelompok Eko Suharjo. Di Kota
Pekanbaru sendiri terjadi reshuffle Sekretaris
DPC yang berakiba padadisharmonisas di tubuh
DPC Kota Pekanbaru dan di DPC Pelalawan
terjadi kevakuman pimpinan dan tentunyaber-
akibat padatidak berja annyaprogram-program
kepartaian.

Kondisi itu semakin menyudutkan posis
Thamsir selaku KetuaDPD Partai Demokrat
Riau. Sdanmasdahinternd partal itu, Thamsir
jugadisibukkan dengan adanya pemeriksaan
terhadap kasus korupsi yang disangkakan
kepadanya. Akibatnyaadalah konsolidas dan
koordinasi partai menjadi terhambat serta
persigpan partai menghadapi Pemilu 2009 juga
terganggu. Di 94 lain, kedudukan Thamar selaku
K etua DPD semakin digoyang oleh kel ompok-
kelompok yang kontradengan Thamsir. Posisi

kelompok itu semakin jelasketikamerekamen-
deklarasikan diri sebagai Komite Independen
Penyelamat Organisas.

Komite dan DPC-DPC yang bersepakat
melengserkan Thamsir akhirnyamemutuskan
untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar
Biasa(Musdalub) Parta Demokrat Riau pada
tanggal 4 November 2009. Musdalub diseleng-
garakan di Hotel Labersa Pekanbaru yang
dihadiri lebih dari 2/3 DPC dan pengurusDPD
Partai Demokrat Riau. Musyawarah Daerah
Luar BiasaPartai Demokrat Riau memuat ke-
putusan diantaranya;

1. Memberhentikan H.R. Thamsir Rehman dari
jabatannya sebagai Ketua DPD Partai
Demokrat Riau.

2. Menetapkan H. Zulkifli AS sebagai Ketua
DPD Partai Demokrat Riau.

3. Mdanjutkan programkerjapartal yangmash
terbengkalai pada masa kepemimpinan
Thamsr Rahman, dan

4. Memintakepadaketuaterpilih untuk mela
kukan Penggantian Antar Waktu (PAW)
posis Thamsir Rahman dari keanggotannya
di DPRD Proving Riaul.

Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasaitu
kemudian dituangkan dalam Surat Dewan Pim-
pinan Daerah Partai Demokrat Proving Riau No.
ISTIMEWA/FORMATUR/X1/2009 tanggd 14
november 2009 tentang Usulan Pengurus DPD
Partai Demokrat Riau kepada DPP Partai
Demokrat yang kemudian mendapat balasan
dalam Surat K eputusan DPP Partai Demokrat
Nomor 127/SK/DPP.PD/DPD/X11/2009
tentang Penetapan Susunan Namadan Jabatan
Pengurus DPD Partai Demokrat Provins Riau
Periode 2009-2011. Artinya SK Nomor 127/
SK/DPP.PD/DPD/X11/2009 itu melanjutkan
periodisas Thamsar Rahman sampai habismasa
periodeyaitu tahun 2011. Selainitu dalam SK
tersebut jugatidak menyebutkan secararinci
tentang reposis Thamsir Rahman dari keang-
gotaannyasebagal anggotaDPRD Provind Riau
sebagaimanarekomendasi Musdalub. Dalam
artian kasus Thamsir ini hampir mirip dengan
kasusyang terjadi dengan Mohd. Jenu karena
sama-sama diperkenankan menduduki kursi



72 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, him. 67-147

keanggotaan legidatif di DPRD Provins Riau
wa aupun dilengserkan dari jabatannyasel aku
KetuaDPD Partai Demokrat Riau.

Kedudukan Thamsir yang pelik waktu itu
membuat Thamsir tidak bisa berbuat banyak
ketika beberapa kelompok berhasrat meng-
gulingkannya dari kursi Ketua DPD Partai
Demokrat Riau. Thamsr yang terusdiburu pene-
gak hukum atas kasus dugaan korupsi APBD
INHU periode 2006-2008 kehabisan energi
untuk meng-counter attack kelompok yang
mencobamenjatuhkan dirinyadari kurs Ketua
DPD Partai Demokrat Riau. Kelompok pro
Thamsir tidak memiliki sumber daya yang
memadai untuk menghentikan proses pengguli-
ngan Thamsir oleh kelompok Komite Inde-
penden Penyel ematan Organisasi dan beberapa
DPC. Karenagituad yang sulit waktuitu kelom-
pok Thamgr lebihmemilihuntuk menyd ematkan
kedudukan Thamsir selaku keanggotaan di
DPRD Proving Riaukarenamemang itulah satu-
satunya posisi tawar Thamsir waktu itu di
Demokrat Riau. Usahakelompok pro Thamsir
itumenuai hasil karenamemang Thamsir tidak
jadi di PAW-kan oleh KetuaDPD terpilih waktu
itu. Selainitu, sebagal ungkapan terimakasih
partai terhadap kontribus Thamsir dalam me-
ngembangkan organisas Partai Demokrat Riau
sgak 2006 sampai 2009 yang dikuatkan dengan
perolehan suarayang sgnifikan Partal Demokrat
di Riauterlepaskarenapengaruh Thamsir atau
bukan.

Kemelut Internal 2009-2010 (Tahap I11)

Musyawarah Daerah Luar Biasa
(Musda ub) Partai Demokrat Riau padatanggal
4 November 2009 berhasil melengserkan H.R.
Thamsir Rahman dari kurs KetuaDPD Partai
Demokrat Riaudan memilih Zulkifli ASsebaga
KetuaDPD Parta Demokrat Riaumengaahkan
HR. Mambang Mit dengan perbandingan suara
9 untuk Zul ASberbanding 1 suarauntuk Mam-
bang Mit. TerpilihnyaZul ASini sudah diprediks
oleh banyak pihak sebab namaZul ASdisebut-
sebut sebagal orang yang berperan ddammem-
percepat dilangsungkannya Musdal ub Partai
Demokrat Riau.

K epengurusan DPD Partai Demokrat Riau
periode 2009-2011 di bawah komando Zulkifli
AS yang dilegaisasi dalam SK DPP Partai
Demokrat Nomor. 127/SK/DPPPD/DPD/XI1/
2009 menempatkan Sayed Abu Bakar Assegaf
sebagal SekretarisDPD Partal Demokrat Riau.
Selainitu, dalam kepengurusan dimasukan pula
namaHR. Mambang Mit sebaga KetuaMgedlis
Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat
Riau. MasuknyanamaMambang Mit ini tentu
sgja menarik perhatian banyak pihak tidak
terkecudi pengurus DPD Partai Demokrat Riau
sendiri. MasuknyanamaMambang Mit dalam
kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah
tentu sgjamenimbul kan beragam pendapat baik
dari kalanganinternal kader Partai Demokrat
maupun eksternal partai (pengamet politik).

K eka ahan Mambang Mit dalam pemilihan
KetuaDPD Parta Demokrat Riau padaMusdd ub
tahun 2009 dipandang hanyal ah sebagai pintu
masuk Mambang Mit untuk merebut kurs Ketua
DPD Partai Demokrat Riau. Puncaknyaadalah
pasca kekalahan Zul AS menjadi Walikota
Dumai dalam Pilwako Dumai tahun 2010. Dua
bulan pascaPilwako, Zul A Stiba-tibamengun-
durkandiri dari kurs KetuaDPD Partai Demo-
krat Riau tanpasebab yang jelas. Zul AShanya
bera asan bahwadengan kekalahan dirinyamaju
menjadi WalikotaDumai untuk periode kedua
menjadi bukti ketidakmampuannyamemimpin
organisasi Partai Demokrat serta rendahnya
tingkat kepercayaan masyarakat kepadanyadan
itu menurutnya akan berdampak pada masa
depan Partai Demokrat nantinya.

Sairing dengan pengundurandiri Zul ASdari
Ketua DPD Partai Demokrat Riau pada
pertengahan 2010itu, akhirnyapengurus DPD
Partai Demokrat Riau memutuskan untuk
mempercepat Musyawarah Dagrah || Partal De-
mokrat Riau. Dengan masa persiapan yang
sangat Sngkat, PanitiaMusdall Partai Demokrat
Riau menetapkan Musdall dilangsungkan di
Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2010 sampai
sdesa. Musyawarah Daerah || Partai Demokrat
itudilangsungkan di Hotel Aryaduta Pekanbaru
yangdihadiri oleh seduruh DPC-DPC, Pengurus,
DPP sertapemilik hak suara.
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Padapemilihan KetuaDPD Partai Demokrat
Riau untuk periode 2010-2015 terdapat dua
orang calon ketuayaitu Mukhniarti Basko dan
HR. Mambang Mit. Prosesi pemilihan Ketua
DPD Partai Demokrat Riautentunyatidak |epas
dari intrik-intrik politik baik dari calon maupun
dari luar.

Melaui mekanismeyang panjang akhirnya
pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau
untuk periode 2010-2015 dilangsungkan dengan
voting tertutup. Adapun jumlah suarasah addah
14 suara yang akan diperebutkan oleh dua
kandidat itu. Setedlahmedui fase-faseyang cukup
panjang akhirnyaHR. Mambang Mit merebut 10
suarasedangkan Hj. Mukhniarti Baskomeraih 4
Suara, atinyaHR. Mambang Mit memenangkan
pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Riau
periode 2010-2015.

Analisis Pergeseran Kekuasaan Politik

Konflik interna yang terjadi di tubuh Partai
Demokrat Riau menjadi gambaran pengel olaan
Partai Demokrat mulal dari tingkat pusat sampa
daerah. Pengel olaan partai yang tidak bersandar
padaideologi yang kokoh sertadibangun di atas
pondasi mangjerial partai yang rapuh menye-
babkan Partal Demokrat rentan akan pertikaian
baik internal maupun eksternal partai. Partal
Demokrat yanglahir atasinisas SoesloBambang
Yudhoyono ini memang secaraprestasi cukup
fantastis dengan berhasil memperol eh banyak
suarapadaduapemilinan umumyangdiikutinya.
Akantetapi prestas yang baik itu justru menjadi
paradoks bagi Partai Demokrat, sebab selain
dibayang-bayangi oleh kepentingan it di interna
partal jugadibayangi olehkegusaran partai politik
lain yang notabene telah |ama berkecimpung
dalamkongtdad palitik di Indonesiaatasprestas
Partai Demokrat itu.

Pergeseran kekuasaan yang terjadi di DPD
Partai Demokrat Riau tidak bisadilepaskan dari
benturan kepentingan €lit Partai Demokrat Riau.
Dalam artian bahwajatuh bangunnyakekuasaan
ketuaDPD Partai Demokrat Riau disebabkan
ol eh kepentingan dit yang berbenturan antarasatu
denganyanglain. Berkenaan denganitu, Sgmund
Neuman melihat partal politik sebagal organisas

yang memusatkan perhatian aktivitasnyauntuk
menguasal kekuasaan pemerintahan dengan
berlomba-lombauntuk mendapatkan dukungan
dari masyarakat dengan parapesaingnya(partai
lain).

Karenaaktivitaspartal politik yang berpusat
padakekuasaan pemerintahan itulah menyebab-
kan partai politik dalam hal ini Partai Demokrat
dengan kegemilangannya dijadikan tameng
untuk berkuasaoleh dit-dit tertentu. Oleh kare-
nanya tidak mengherankan apabila Partai
Demokrat dirudung berbagai persoalan pere-
butan kekuasaaninternd (ketua). Orientas pada
kepentingan kekuasaan menyebabkan K etua
DPD Partai Demokrat Riau sgjak pertama
mengabaikan konsolidas internal partai. Aki-
batnyamuncul ‘ barisan sakit hati’ yang merasa
telah berjasamembesarkan Partai Demokrat di
Riau namuntidak mendapat penghargaan dari
pimpinan Partai Demokrat Riau baik dalam
lingkup internal maupun eksternal bahkan
cenderung disingkirkan dari Partai Demokrat.

Pergeseran kekuasaan di tubuh Partai
Demokrat Riauibarat pendulumyang bergerak
kekiri dan kekanan. Pendulum kiri diibaratkan
sebaga kelompok oposis dan pendulum kanan
diibaratkan sebagai kelompok yang pro ter-
hadap status quo. Pendulum pertama (kemel ut
internal tahap |) dipandang bergerak kekiri
karenamenuntut mundurnyaMohd. Jenu dari
kursi ketua DPD Partai Demokrat Riau yang
diwakili oleh Yusrizal Tanjung dan kawan-
kawan. Pendulum kedua (kemd ut internd tahap
1) dipandang bergerak kekanan karenatuntutan
mundurnya Thamdr dimobilisas oleh kepenti-
ngan kelompok yang sebelumnyapro kepada
Jenu. Pendulum ketiga (keme ut interna tahap
[11) dipandang bergerak lagi kekiri karena
kelompok pro Thamsir tidak puas dengan pe-
lengseran Thamdr. Oleh sebabitukemudian Zul
Asyang dianggap representas dari kelompok
pendulum kanan dilengserkan dari kurs ketua
DPD Partai Demokrat Riau. Pendulumini di-
prediks akan terus bergerak mencari titik ke-
seimbangan sehingga secara organisasional
Parta Demokrat benar-benar kokoh.
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Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Pergeseran Kekuasaan Politik

Faktor Internal

Item-item pembentuk konflik itu adalah
refleks dari lingkunganinternd yang adadi DPD
Partai Demokrat Provins Riau kurun waktu
2004-2009.

1. Ketidakcocokan Pribadi

Timbulnyakonflik di DPD Parta Demokrat
Riau ada ah persod an yang berakar dari dishar-
monisasi antar elite yang adadi DPD Partai
Demokrat Riau. Disharmonisasi ini tentu sgja
tidak dapat dil epaskan dari faktor tidak terako-
modirnyakepentingan eliteyang adadi DPD
Partal Demokrat Riau. K etidakcocokan pribadi
dalam hd ini menjadikan kelompok-kelompok
yang termuat dalam faksi-faksi di DPD Partal
Demokrat Riau saling curigadan akhirnyame-
nyulut pada persoa an keti dakpercayaan kepada
pimpinan yang jugaterjebak dalam faksi-faks
itu. Faksi-faks yang berkonflik itu antaralain;
pada periode 2003-2004 yang berkonflik ada-
lahfaks Mohd. Jenu denganfaksi Ir. Yusrizal
Tanjung. Kemudian pada periode 2006-2009
yang berkonflik adalah faks Sayed Abu Bakar
Assegaf (Yang sebel umnyatergabung daamfaks
Jenu) melawan faksi pendukung Thamsir.
Terakhir adalah padaperiode 2009-2010 yaitu
pertentangan antarafaksi Ir. Yusrizal Tanjung
denganfaks Zul AS(faks Zul ASmasihdigdang
oleh Sayed Abu Bakar Assegaf dan kawan-
kawan).

2. Perbedaan Sistem Nilai

Sgemnila yang dimaksudkandisini adalah
pola-polapendistribus antugas-tugasdanfungs
dari setiap unsur yang adadi tubuh DPD Partai
Demokrat Riau. Permasa ahan kemudian muncul
ketikapendistribusanitutidak sesual dengangpa
yang dikehendaki atau tidak sesuai dengan
potensi yang dimiliki karena pada dasarnya
pemimpin-pemimpin dalam tubuh DPD Partai
Demokrat Riauitu sendiri masih belum bisafair
dalam meletakkan orang-orang pada jabatan
yang sesuai. Artinyatimbul persengkokolan dari
beberapadit dalam merumuskan struktur orge-
nisad partal daninilahyang menyulut pdengseran
Mohd. Jenu padatahun 2004.

3. Persaingan

Faktor ini jelas merupakan salah satu pe-
nyebab lahirnyakonflik internal DPD Partai
Demokrat Riau, hal ini dapat dilihat dari awal
ketikaterjadi konflik antarakubu Mohd. Jenu
dengan kubu Yusrizal Tanjung dan kawan-
kawan. Reshuffle kepengurusan tanpamusya-
warah menjadi pemicu utama persaingan antar
kubu ini akibatnyaadalah kekuatan politik in-
ternal yang digalang oleh kubu Yusrizal Tanjung
yang mengatasnamakan Dewan Penyelamat
berhasi| melengserkan Mohd. Jenu dari kursi
KetuaDPD Partai Demokrat Riau. Sedangkan
pada proses penggulingan Thamsir lebih dise-
babkan karenapersaingan antarakubu Thamsir
dengan kubu Sayed yang sedikit di anak tirikan
ketikaThamsr memimpin Partai Demokrat Riaul.
4. K etidakjel asan Batas-Batas Wewenang dan

Tanggung Jawab

Faktor ini menjadi aasan pelengseran Jenu
yaitu ketika Jenu mencairkan cek sgumlah Rp.
34.000.000,- serta mengganti komposisi pe-
ngurus DPD Partal Demokrat Riau. Jenu di-
pandang tidak mampu menjaankan rodaorga-
nisas dengan baik. Jenu menjalankan roda
organisas seperti sebuah perusahaan oleh sebab
itutimbul ketidakpuasan dari pengurusyanglain
terhadap kepemimpinan Jenuitu. Padadasarnya
persoal an konflik yang disebabkan ol eh faktor
ini jugatidak jauh berbeda dari sebelumnya
sebab yang menjadi akar persoalan adalah
Inkonsistens dari paraeliteyang adadi DPD
Partal Demokrat Riauitu sendiri.

Selainfaktor-faktor interna di atas, secara
umum, masih ada 2 faktor internal penyebab
lahirnyakonflik internal DPD Partai Demokrat
Riau, faktor ituantaralain:

1. Sstem Kaderisas Yang Tidak Jdan

Sistem kaderisasi yang tidak jalan dalam
tubuh partai politik termasuk dalam hal ini yang
terjadi di DPD Partai Demokrat Riau dipandang
sebagal salah satu faktor penyebab pel engseran
kekuasaan KetuaDPD Partai Demokrat Riau.
Kaderisas instan dengan memilih orang-orang
yang beradadi luar partai yang kemudian direkrut
dengan singkat tanpamelaui pendidikan politik



Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau (Deny Rendra dan Hery Suryadi) 75

sertaorientas kepartaian yang baik menyebab-
kan partai politik kehilangan arah dan miskin
ideologi dalam diri kader termasuk yang terjadi
di DPD Partai Demokrat Riavl.

K etua-ketuayang dilengserkanituantaralain
Mohd. Jenu dipilih dari luar partai dan menjadii
ketuatanpamelaui mekanisme pendidikan po-
litik kader. Kemudian HR. Thamsr Rahmanjuga
sangat jelas merupakan sosok birokrat yang
terpilih menjadi KetuaDPD Partai Demokrat
tanpaprosespendidikan politik (kaderisas) dari
partal. Selanjutnyaadadah Zul ASsgainyabukan
kader demokrat akan tetapi karenakedudukan-
nyayang strategis sebagai Walikotawaktu itu
dipilihlah Zul AS sebagai KetuaDPD Partai De-
mokrat. Terakhir adalah HR. Mambang Mit,
wal aupun tokoh senior dalam birokrasi akan
tetapi dinamikadalam tubuh partai politik sangat
berbedadengan birokrasi.

2. LemahnyaKepemimpinanddam Pengdolaan
Konflik

Konflik atau perpecahan dalam sebuah
Parpol salah satu penyebabnyaadalah masalah
pengel olaan atau mang emen konflik yang tidak
baik. Sebagai suatu organisas modern, Parpol
dituntut untuk mengembangkan etikaberparta
secara modern. Termasuk di dalamnya etika
kepemimpinan yang demokratisdan kolegikal,
etikaberorganisas atasdasar distribus kekua-
ssanyangterdiferensgad, dan etikapertanggung-
jawaban kepadapublik yang semuanyadilem-
bagakan melalui mekanisme partai yang dise-
pakati bersama.

Meaui pelembagaan etikaberparta sema-
camitu, Parpol tidak hanyadiharapkan menjadi
wadah pendidikan politik dan pembentukan
kepemimpinan tetapi jugabisamenjadi basis
sekaliguspondas bagi pel embagaan demokras
pada tingkat nasional. Ironisnya, meski ada
mekanismeinternal yang dilembagakan ddam
bentuk AD/ART, partai-partai terperangkap
dalam kelompok “perkoncoan” politik yang
hanyaberorientas kekuasaan, sehinggaAD/ART
sebagai kongtitus internd partal hanyadiperlu-
kan sebagal pgjangan belaka.

Faktor Eksternal

Faktor eksterna yang menyebabkan perge-
seran kekuasaan politik di DPD Partal Demokrat
Riauantaralan:

1. Pengaruh pemberitaan mediamassaterhadap
polemik yang terjadi.

2. Pengaruh partai lain yang cemasterhadap
perkembangan partai tidak hanyadi Riau
termasuk di pusat.

3. Pengaruh kel ompok-kelompok kepentingan
yang mengambil keuntungan dibaik polemik
di DPD Partai Demokrat Riau, dan

4. Minimnya pembinaan dari DPP terhadap
DPD-DPD dan DPC-DPC termasuk di Riavl.

SIMPULAN

Dinamika pergeseran kekuasaan yang
terjadi di DPD Partai Demokrat Riauitu adalah
murni konflikinternd, sehinggapenydesaanyang
dilakukanaddah mddui musyawarah parta bak
musyawarah daerah, musyawarah daerah luar
biasa partai, maupun melalui rapat koordinas
partal. Kelompok-kel ompok yang berkonflik itu
adal ah kel ompok lamayang merekafragmen-
tasikan dalam perebutan kekuasaan KetuaDPD
Partai Demokrat Riau walaupun bukan figure
dari kelompok mereka. Sebab-sebab konflik
internal sehinggaterjadi pelengseran kekuasaan
yaitu sebab internal yang diindikasikan oleh
adanya ketidak cocokan pribadi, perbedaan
sistemnilai, persaingan, ketidakjelasan batas-
batas wewenang dan tanggung jawab, serta
adanyasebab eksternal yang diindikasikan ka-
renaadanyapengaruh pemberitaan mediamassa
terhadap polemik yang terjadi, pengaruh partai
lain yang cemasterhadap perkembangan partai
tidak hanyadi Riautermasuk di pusat, pengaruh
kel ompok-ke omypok kepentinganyang mengambil
keuntungan dibalik polemik, dan minimnya
pembinaan dari DPP terhadap DPD-DPD dan
DPC-DPC termasuk di Riau.
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